
BUPATI BONDOWOSO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 7 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA KABUPATEN BONDOWOSO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

a. bahwa untuk optimalisasi kinerja Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Bondowoso, perlu 
menyempumakan nomenklatur, tugas dan fungsi Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pera.turan 
Bupati tentang Perubahan At.as Peraturan Bupati 
Bondowoso Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Sert.a Tata Kerja 
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten 
Bondowoso; 

1. Undang-Undang Nomor 12 - Tahun 1950 tentang 
eembentukan Daerah-Daerah . Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Ta.rnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
1965, Tambahan Lembaran Negara R.epublik Indonesia 
Nomor 2730); 

2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang ... 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tallun 2014 tentang 
Pemerintahan · Daerah (Lembara.n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambJihan Lembara.n 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ~hagairnana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembara.n Negara Republik: 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, rambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Pera.tu.ran Presiden Nomor 87 Tahun. 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undarig Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peratura.n Penmdang
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

7. Pera.turan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum ·oaerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 
2036); 

8. Pera.turan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pera.ngkat 
Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tah'un 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembara.n Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4); 

9. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 86 Tabun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas KQmunikasi dan 
Informatika Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tah'un 2016 Nomor 86); 

MEMUTUSKAN: 

: PERATURAN BUPATI TENTANG _ PERUBAffAN .-ATAS 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 86 TAHUN 
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 6RGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN 
BONDOWOSO. 

Pasall 

Beberapa ketentuan daJam Peraturan Bupati Bondowoso 
Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Bondowoso (Berita 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 86) 
diubah sebagai berikut: 

1.Ketentuan ... 
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1. Ketentuan Pasal 3 sehingga berbunji sebagai berikut: 

Pasa13 

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri a1aS: 
a. Selaetariat, menibawahi: 

1. Sub Bagian PrQgram, Evaluasi dan 
Keuangan;dan 

2. Suti Bagian Umum dan Kepegawaian. 
b. Bidang Pengelolaan Informasi clan Pelayanan 

Publik: 
1. Seksi Pelayanan Informasi clan Media Publik; 
2. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik; dan 
3. Seksi Database, ApJikasi, dan Layanan e

Goverment. 
c. Bidang Peraandian dan Statistik: 

1. Seksi Tata Ketola Persandian; 
2. Seksi Pengamansn dan· Pengawasan 

Informasi; dan 
3. Seksi Statistik. 

d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
e. Unit PeJaksana Telmis Daerah. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. 

(3) Masing-rnasing bidang dipimpin oleh kepala bidang 
yang berada di bawah dan -awab 
kepada Kepala Dinas. 

(4) Masing-masing sub bagian _dipimpin oleh kepala 
sub bagi&J1. yang berada di -ba.wah dan bertanggung 
jawab kepada sekretaris. 

(5) Masing-masing seksi dipimpin ok,h kepala seksi 
yang berada di· bawah dan bert.anggung ·'jawab · 

kepada kepala bidang. 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: . 

Pasal4 

Struktur Organisasi sebagairnana dimaksud daJarn 
Pasal 3 ayat (1) tercantum delarn ; Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupatiini. 

BABm .. 
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3. Ketentuan ~aal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal8 

(1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik 
sebagairnana dirnaksud . memih,uiyai tugas 
menyelenggarakan berbagai kebljakan dibidang 
pengelolaan informasi dan pelayanan publik. 

(2) Dalmn meJakaenakan tngasnya Bidang Pengelolaan 
Informasi clan Pelayanan Publik sebagairnana 
dirnaksud mempunyai fungsi: 
a. penyusunan Perencanaan bidang pengelolaan 

informa.si dan pelayanan publik; 
b. perumuaan kebijakan teknis dibidang 

pengelolaan informasi dan pelayanan publik; 
c. peJakaanaan pembinaan, koordinaai, fasilitasi 

dan kerjaserna pengelolaan pelayanan publik; . 
d. pelakaanaan penga.wasan dan pengendali~ 

program dan kegiatan dibidang pengelolaan 
informasi clan pelayanan publik; 

e. pelakaanaan monitoring, eval~ dan peJaporan 
peJaksa.naan program kegiatan dibidang 
pengelolaan informasi dan pe]ayanan publik; 

f. pelaporan basil pelaksanaan tugas kepada 
Kepa1a Dinas; dan . 

g. pelaksanaan tugas kedinaaan lain yang 
diberikan oleh Kepala Dina.s sesuhl dengan tugas 
dan fungsinya. 

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut 

Pasal 9 ~ ----. : 

(1) Seksi Pelayanan Informasi .. dan Mecfia Publik 
sebagaimana dirnaksud mempunyai tugas:. 
a. menghimpun clan menelaah pera.turan 

perundang-undangan, petunjuk t,lmia, petunjuk 
pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain 
berkaitan dengan Pelayanan lnformasi dan Media 
Publik; 

b. menyusun rencana program dan kegi.atan serta 
pelaksanaan pada Pelayanan lnformasi dan 
Media Publik; 

c. melaksanakan diseminasi informasi serta 
pengkJarifikasian informasi melalui saluran 
komunikasi yang tersedia; 

d. melakaanakan pendataan Y&Jll terjangka11 
layanan telekomunikasi clan info1'1118:tika (ponsel, 
internet, dan media elektronik/media cetak); 

e.melaksanekan .... 

j 
I 

I 

t 

·I 



'.....,.r 

-5-

. r . : . C , •• "' ••• , ,,,, •• ,,, 'nlr ''"•'; ··i "I 
Ji 

e. melaksanakao pengelolaan informasi serta 
penghimpunan penga.duan · masyarakat melalui 
Pejabat Pengelola Informasi Perangkat Daerah; 

f. .memfa.ailitasi saraoa dan prasarana pelayanan 
ioformasi publik; · 

g. melaksanakan pembinaan dan bimbingan telmis 
sistem informasi; · 

h. menyiapkan bahan penyuluhan ihformasi publik 
kerjasama dengan perangkat daerah terkait; 

i. meJaksenakan koordinasi dengan 
pemerintah/ swasta dalarn penyelenggaraan 
dialog interaktif melalui media radio dan televisi; 

j. meJaksanakan pemeliharaan penngkat siaran 
radio dan perala.tan operasional lainnya yang 
menunjang mutu siaran; 

k. menyelenggarakan internet sehat, kreatif, . 
inovatif, dan produktif; 

1. menyiapkan bahan basil ka.jian ~ pelaksanaau 
monitoring issue publik lint.as sektoral di media 
massa dan media sosial; 

m. meJaksanakan fasilitasi pengintegrasian sistem 
pengelolaan penga.dwin informasi di daerah 
(SP4N - Lapor); 

n. melaksanakao 1ayanan filtering konten nega.tif 
media sosial; 

o. melakukan rekomendasi keJayakan data 
admjnistrasi dan data teknis terhadap 
permohonan izin penyelenggaraaD radio; 

p. meJaporkan basil pelaksanaan ; tugas kepada 
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan 
Pelayanan Publik; dan. 

q. meJ~ksanakan tugas ~aan lain yang 
diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan 
fungsinya. 

(2) Seksi Kemitraan Kom,rnHmsi Pu6lik sebagaimana 
dimaksud mempunyai tu.gas : 
a. menghimpun dan menelaah peraturan 

perundang-undangan, petunjuk telmis, petunjuk: 
pe)aksanaa11 dan pedoman/ketentuan lain 
berkaitan dengan Kemitraan Komunikasi Publik; 

b. menyusun rencana program clan kegiatan serta 
pelaksa.naan pad.a Kemitraan Komunikasi Publik; 

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait 
dengan pelaksa.naan program kegjatan kemitraan 
komunikasi publik; 

d. melaksanakan koordinasi dengan perangkat 
daerah terkait pelaksanaan kegiatan kemitraan 
komunikasi publik; . 

e. melaksanakan penguatan k,l~tas dan 
pembinaan Sumber Daya Manusia Komunikasi 
dan lnformasi Desa (KIM); 

f.meJakukan ... 
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f. melakukan penanganan .insiden pengelolaan 
komunikasi publik serta · pendampingan 
penyelesaian sengketa informasi; 

g. · meJak:sanakan pengembangan, sum.ber daya 
komunikasi publik; 

h. melaksanakan pemberdayaan hubungan 
kelembagaan lintas sektoral dan penyediaan 
almes informasi lembaga komunikasi publik; 

i. melakukan koordinasi, fasilitasi, dan 
pengembangan media komunikasi pameran; 

j. melaksanakan kegiatan bimbingan telmologi, 
sosialisasi, dan fasilitasi pemberdayaan lembaga 
komuni"kaai publik (KIM, lembaga konsumen, 
LSM, dan asosiasi profesi komunikasi publik); 

k. melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada 
Kepala Bidang Pengelolaan lnformasi dan 
Pelayanan Publik; dan 

1. melak:sanakan tugas kec:lirlas,m lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

(3) Seksi Database, Aplikasi, dan La.yanan e-Goverment 
sebagehuana dirnaksud mempunyai tugas : 
a. menghimpun dan menelaah peraturan 

perundang-undangan, petunjuk telmis, petunjuk 
peJak:aanaan dan pedoman/ketentuan lain 
berkaitan dengan Database, Aplikasi, dan 
Layanan e-Goverment; 

b. m.enyiapkan bahan reri,unusan kebijakan 
berkaitan dengan Database, ApJikasi, dan 
Layanan e-Goverment; ~ . _ . ,~ 

c. m~Jaksanakan pengem~gan.,. sis~ infor.masi 
yang aktif dan representatif; 

d. melaksanakan pengembangan dan inovasi 
apUkasi pemerintahan dan pelayanan publik 
daJarn implem.entaai e-Goverment; 

e. melak:sanakan pengawasan, ~elolaan dan 
pemeliharaan apJikasi kepem6intahan dan 
publik; 

f. melak:sanakan pengamanan apJikasi 
kepemerintahan dan publik; 

g. melaksanakan audit apJikasi kepemerintahan 
danpublik; 

h. mengelola domain/subdomain pemerintah daerah 
aerta menetapkan ta.ta kelola name 
domain/ subdomain; 

i.meJak:sanakan ... 
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i. meJaksanaka11 perumusan ~ dan kebijakan 
terpadu implementa.si e-Government yang 
terintegrasi; 

j. melakaanaka11 interkonektivitas layanan publik 
dan kepemerintahan; 

k. melaksanakan layanan · monitoring traffic 
kone~vitas pada instansi pemerintah daerah; 

1. menyiapka.n bahan koordinasi dengan instanai 
terkait daJam - program dan kegiatan 
Database, ApUkasi, dan Layanan e-Government; 

m. meJeksanekau pelayanan p~sat Application 
Program Interface (API) daerah; 

n. meJaksanakan bimbingan telmologi dan 
sosialisasi pemanfaatan sistem informaai; 

o. melaksanakan 1ayanan penyediaan sarana dan 
prasarana komunikasi pemerintah; 

p. melaksanakan troubleshooting clan pemeliharaan 
infrastruktur pera.ngkat informatika; . 

q. me]aksanskan pembangunan dan pengembangan 
infrastruktur teknologi jaringan dalam 
implementasi e-Govemment; 

r. me]aksanskau pengembangan kapasitas sumber 
daya daJam pengeloJaan infraatruktur teknologi 
informasi· ' . 

a. mengembangkan teknologi metode penyimpanan 
data, akaea internet dan metronet; 

t. melaksanakan audit 1:eTl.Jadap perangkat keras 
telmologi informasi kepelD.erir.lt.ahan; 

u. melaksanakan monitoring ~ dan evaluasi 
peJsksanssn progiam dan kegiatan Database,,. 
ApUkasi, dan Layanan e-Govemement; 

v. melaporkau hasil pelaksanaan tugas kepada. 
Bidang PengeloJaan Informa.ai dan Pelayanan 
Publik; dan 

w. Jl'lelak:senakan fungsi lain yang diberikau oleh 
Kepala Bidang PengeloJaan Informasi dan 
Pelayanan Publik sesuai dengan tugas den 
fungsinya. 

Pasal 11 ••• 
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Pasal D 
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Pera.turan Bu ti ini mulai berJaku pada tengaJ . pa 
diundanpao. 
Agar setiap orang merigetahufnya, fDemerintahJcan 
- Peraturan Bupati ini denpn penempatannya 
daJam Betita Daerah Kabupaten Bondowoao. 

Diundanpan di Bondowoao 
pada tangaJ \I JC1nuor1 ao19 

Dftetapkan di Bondowoao 
pada tanga1 ti Januora ao 19 

_ . PJ. aBIIHBTARJB DAlfRAB B&BUPATBII B011'D01l080, 

ACRftfa· TRI ll&lmOao 

SERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019 NOMOR 7 
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STRUKTUR ORGANISASI 

LAMPJRAR 
PBRATURAtf BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 7 TAHUH 2019 
TBNTAICG · 
PBRUBAHAN A1AS PBRATUlWf llOPATI 8OIfDOWO80 NOMOR 86 
TAHUlf 2016 ,;BNTAMG KBDUDU~,SU,t,1'AM ORGAlUSASJ, 
TUOAS DAN P'URGBJ SBRTA TATA KERJA DIN~ KOMUMIKASI 
DAM INFORMATIKA KABUPATBN BONDOWOSO 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
KABUPATEN BONDOWOSO 

ICEPALA DINA& 

I 

I 8EICRETARl8 

11 
ICELOIIPOKJMATAN 

FUMGSIOHAL I 
I 

I 

8JB BAGl,tN SUBUGIAN PROGRAM, UMUMDAN IVALUASI DAN ICEPEGAWAIAN ICEUANGAN 

I I 

BIDMGP .... OlMN BIDANG PER8ANDIAN INFORMA&I DAN 
PELAYANAN PUBUJC DAN 8TATl8TIK 

I I 

I I I I I 
8Ek8I 8SC8l 8ElC8I 

8EIC8I KEIIITRAAN DATABASE. SEK81TATA PINGAIIAHAN SEK81 
P~YANAN KOIIUNUCASI APUKASIDAN ICEI.OLA ,ekDAN 8TA11811K 

INFORIIA8I DAN PUBUK LAYMAN PERSANDIAN 
INF~ ll~PUBUK E-GOVIAMENT I 

' UPTD 
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